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BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR®8 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa ‘untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 __— tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang4.
Perbendaharaan Negara (Lembaran N.egara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

5.

6.

7.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis9.
Permusyawaratan Rakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor
5568) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telamh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457.6);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp400.509.633.150,00
b. Dana Perimbangan Rp2.771.882.496.659,91
c. Lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp351.860.176.535,00

Jumlah Pendapatan Rp3.524.252.306.344,91
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2.Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp911.107.703.992,92
2) Belanja Bunga Rp0,00
3) Belanja Subsidi Rp13.500.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp102.729.464.031,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp1.500.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp15.928.500.875,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp409.791.462.065,99
8) Belanja Tidak Terduga Rp22.281.423.202,00

Rp1.476.838.554.166,91
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.29.353.743.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp1.101.943.293.660,00
3) Belanja Modal Rp1.212.382.214.818,00

Rp2.343.679.252.178,00
Jumlah Belanja Rp3.820.517.806.344,91
Surplus (Defisit) Rp(296.265.500.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp296.265.500.000,00
b. Pengeluaran Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp296.265.500.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00
Tahun Berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Belanja hibah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah Tahun
Anggaran 2020.
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(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Belanja bantuan sosial dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial
Tahun Anggaran 2020.

(2) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(3) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan
sosial Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupatiini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI HY,
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 88


